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ABSTRAK

Azlina. Penegakan Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Perkara Perceraian
Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Nomor: 180/ Pdt.G/ 2019/ PA.
PRG) (Dibimbing oleh Fikri dan Rukiah).

Penelitian ini membahas tentang penegakan asas unus testis nullus testis
dalam perkara perceraian di pengadilan. Mengenai hal ini, maka penelitian ini
mengajukan 3 permasalahan: 1) Bagaimana pemikiran fugaha tentang asas unus
testis nullus testis dalam perceraian; 2) Bagaimana metode hakim dalam penerapan
asas unus testis nullus testis.terhadap perkara perceraian menurut perkara nomor: 180/
Pdt.G/ 2019/ PA. Prg; dan 3) Bagaimana kepastian hukum penerapan asas unus testis
nullus testis terhadap perkara perceraian menurut perkara nomor: 180/ Pdt.G/ 2019/
PA.Prg.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pinrang menggunakan
penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian yuridis formal, sosiologis,
dan antropologis. Adapun sumber data penelitian ini ilalah sumber data primer dan
sekunder dengan teknik observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun jenis datanya
menggunakan analisis dengan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pemikiran fugaha tentang asas unus testis
nullus testis dalam perceraian memiliki berbagai macam pendapat, walaupun
demikian pada hakekatnya semua itu untuk menegakkan syariat agama Islam; 2)
Metode| hakim dalam penegakan asas unus testis nullus testis dalam perkara
perceraian di Pengadilan Agama.Pinrang (Putusan-Nomor: 180/ Pdt.G/ 2019/ PA.Prg)
yakni dengan pertimbangan hakim mengenai asas unus testis nullus testis tidak
terlepas bahwa tidak ada alat bukti-lain yang dapat digunakan untuk melengkapi alat
bukti permulaan dari satu saksi, maka persidangan di tunda hingga pihak dapat
mendatangkan saksi sehingga ‘dapat menyempurnakan alat bukti persaksiannya; dan
3) Kepastian hukum penegakan asas unus testis nullus testis dalam perkara perceraian
di Pengadilan Pinrang (Putusan Nomer: 180/ Pdt:G/ 2019/ PA.Prg) bahwa pada saat
pembuktian penggugatshanyasmembawa.seorangssaksissajasdanssetelah persidangan ditunda
penggugat kembali tidak dapat mendatangkan saksi selama 4 kali persidangan ditunda maka
penegakan asas unus testis nullus testis terjadi didalam berita acara persidangan.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Hukum 1. dalam salah satu defenisi, perkawinan

menurut syara yaitu akad tuk membolehkan bersenang-
senang antara laki-Ia an bersenang-senangnya

perempuan dengan laki-laki. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkawinan

sangat ) perempuan
dalam r angg i juge ( S : jurkan oleh
Allah S Ra aw. menganjurkan per i a yang telah
at-s dan materil agar terhi angan Allah
seor rempuan dan seorang la pakat untuk

kawinan satu i a saling berj an taat pada

uran hukum  yan en i hak dan Dan masing-

selama dan

masing itu berlangs n mengenai
kedudu Juga dalam
menghe ti ukan sendiri
syarat-syara ’ 3 inkan terika a pada aturan hukum
perihal itu.!

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan yang sah,

pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan,

!1dris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), h. 26
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manusia sebagai makhluk yang berkehormatan, pergaulan hidup berumah tangga
dibina dalam suasana damai, tenteram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan
isteri.” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

menjelaskan bahwa:
“Perkawinan ialah ikatan lahir bati
pria dewasa dengan seorang
membentuk keluarga
Ketuhanan Yang Mak

antara seorang pria dewasa dengan seorang
ebagai suami isteri dengan tujuan
pahagia dan kekal berdasarkan

Setiap keluarg asarnya menginginka iki keluarga yang bahagia,

Pasal 2
“P

ukum Islam adalah pe
ghalidzan  untuk
akan ibadah”*

dalam UU No.1 Tahu ene ikatan lahir

yang sangat
Allah dan

batin a alon elai laki-laki dengan calon elai uan sebagai

kekal dan lam Kompli kum Islam

alah janji suc diantara kedua be

laki ma erempuan. D si perkawina

dari kec : a yang tidak
dari ikatan

asyaratkat.

’Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Ull Pres, 2000), h. 1
*Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

*Republik Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Komplikasi Hukum
Islam dalam Pasal 2
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Perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan
putusnya hubungan sebagai suami isri atau putusnya hubungan suami istri. Perceraian
menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 adalah “Putusnya perkawinan”. Jadi,

perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan

berakhirnya hubungan keluarga (r a) antara suami dan istri tersebut. UU

No. 1 Tahun 1974 Pasal eratif bahwa perceraian hanya

dapat dilakukan dide an, setelah P ng bersangkutan berusaha
mendamaikan kedu adalah urusan pribadi
yang se ? pemerintah,
ak dan juga

eradilan.®

a perceraian harus mela

uan KHI Pasal 114 men

i karena adanya talak d an cerai dari

Pasal 1 ‘ wa:

dila s dasar put im didepan
gadilan Aga
pembuktian erupakan bagian ngat penting
pat memutus perkara. ersengketaan atau p hanya dapat

*Muhammad Syaifuddin, dkk. Hukum Perceraian (Cet:|; Jakarta: Sinar Grafika), h.18-19
®Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 114

"Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 115
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Hukum acara perdata dikenal asas pembuktian yakni bahwa penggugat
dibebani untuk membuktikan gugatannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 163 HIR yang

berbunyi:
“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu
perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain,
maka orang itu harus membukti ya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Berdasarkan ketentua menuntutlah yang harus dibebani
pembuktian. Sumber memutus perkara disebut
alat bukti. Alat-alat er pada Pasal 164 HIR.

ngan saksi,

but seolah-olah jelas me bah a yang harus
erkara. Hakim hendakn egit 2cara harfiah

tian, tetapi hakim ha sana antas, yaitu

kan keharusan membu pada yang paling

idak m i kepada piha paling sulit

l ikan alat bu sah harus
peristiwa-peristiwasya i i,pdili atau did sendiri, serta
EPAREPARE™ " |

Aimansa diterangkan

oleh sa : : dalam pasal
164 HIR dan Pasal 284 R.Bg. Pendapat'dan kesimpulan yang diperoleh dengan jalan
menggunakan buah fikiran bukanlah kesaksian (Pasal 171 HIR dan 308 R.Bg). Jadi

saksi-saksi itu adalah orang-orang yang mengalami mendengar, merasakan, dan

®Bambang Sugeng, Pengantar Hukum Acara Perdata (Cet. I; Jakarta : Kencana, 2012), h. 64
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melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang
dipersengketakan.’
Kesaksian mengenai suatu peristiwa atau kejadian harus dikemukakan oleh

yang bersangkutan kepada hakim di dalam persidangan secara lisan dan pribadi oleh

orang yang terkait dalam perkara. na itu, saksi yang bersangkutan harus

menghadap sendiri di dala oleh mewakilkan kepada orang
lain serta tidak boleh dibuat secar

Allah swt. berfirman

ah, tangan dan kaki me atas mereka

lu mereka kerjakan.”*
a diperhatikan, sanksi yang tidak
gat tipis bedanya dengan pela i diri apabila

empat oran n, apabila tuc

ya sendiri meskip er al-muhsanat

ebut dan tidak da kan empat orang sa aka ancaman

a keduannya

Pembuktiannya dengan menguc dan kelimanya ikrar

kesediaan dirinya untuk menerima laknat Allah Swt. apabila tuduhannya bohong.

°Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama (Cet. I11;
Jakarta : Prenada Media Group), h. 249

Ypepartemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Penerbit Dipenogoro,
2010), h. 346
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Demikian juga pihak isteri, diberi kesempatan untuk menyanggah tuduhan suaminya
itu dengan mengucapkan empat kali sumpah dan kelimanya ikrar kesediaannya
menerima laknat Allah Swt. apabila tuduhan suaminya itu benar. Cara inilah yang

disebut dengan /i’an. Sanksi hukuman lain yang lebih bersifat moral kepribadian

yaitu persaksiannya tidak diterima ama-lamanya, karena ia termasuk orang
yang fasik, apabila ia tidak d
Pemeriksaan p

dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebeng

ayyinah didalam Al-Q (dasar atau

alasan), (dalil, hujah, atau ala mufrad dan

jamak. Nabi saw.: al-bayyina bayyinah itu

wajib b

penuntut). Yang dimaksud embuktikan

us membawa ra bayyinah i ah dua orang

ragu-ragu lagi b i lainnya selé orang saksi

nnya lebih k

petunjuk n t a keterea
PAREPARE

, seperti dilale

pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain”. Dalam

Q.S. Al-Bagarah/2:282 Allah Swt. berfirman,

1 Ahmad Rofig, Hukum Islam Di Indonesia ( Cet: I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1998), h. 308-309

12 Basiq Djalil, Peradilan Islam ( Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 44
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Terjemahnya:

“Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka itu
dipanggil”13

Avyat tersebut ialah mereka h menolak permintaan kesaksian apabila

diminta dan dengan kesa yarat akan jelaslah kebenaran

sarkan kesaksian tersebut.

“ A % o

% 19ginly
A Gl 25 O gligad!

dengan dua orang s ari rang lelaki
idak ada dua orang lelaki maka h ada g lelaki dan

si-saksi kamu ridhai a jika yang
gatkannya™*

saksian seora laki apabila

ancam had dan pada ¢ 2 Allah Swit.

Jih‘ -ﬂu ISKdll PE

aki-laki dan dua orang saksi perempuan. Ini

n dua orang
dengan dua
orang saksi laki-laki atau seorang saksi
tidak berarti bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkara dengan saksi yang kurang

dari itu.

¥Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 134
“Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 134
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Nabi Muhmmad saw. pernah memutuskan perkara dengan seorang saksi dan
sumpah berdasarka riwayat dari Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan bahwa
Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib pernah memutuskan perkara seperti itu

(dengan seorang laki-laki dan sumpah), juga gadhi Syuriah dan Umar bin Abdul

Aziz. Mazhab Syafi’i, Hanbali, da aits memperbolehkan seorang saksi dan

sumpah dalam kesaksian ten da dan hal-hal yang berhubungan

dengan itu. Sementaré ulama yang tide enarkan kesaksian seorang

laki-laki dan sumpa itu dipandang tentangan dengan Al-Quran dan

uran dapat

an saksi sangat diperl tikan suatu

n. Dalam hal ini sak Angan orang

melihat, mendengar, da ian. Apabila

tuk bersaksi maka ia harus lan itu, baik

di pengadila adahal sudah

a resmi dan N yang sah,
yang telah
ara sebagai
akibat tidak ha a itu. Apabila’sa ak menghadap, dapa erintahkan pula
untuk dibawa dengan paksa oleh polisi atas perintah hakim untuk memenuhi
kewajibannya sebagai saksi. Kecuali tidak hadirnya saksi di dalam persidangan itu

karena suatu sebab yang sah, pengadilan dapat menghapus hukuman itu sesuai

®Basiq Djalil, Peradilan Islam, h. 45
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dengan Pasal 140-142 HIR dan Pasal 166-168 R.Bg.°Menurut pasal 1895 BW

dinyatakan:

“Pembuktian dengan saksi diperkenankan dalam segala hal kecuali oleh
peraturan perundangan ditentukan lain”.

Setiap orang yang asasnya wajib menjadi saksi, akan tetapi tidak semua orang

dapat menjadi saksi. Adapun bebera ang terkait dengan saksi ialah: Pertama,

Pembuktian dengan satu idak boleh diterima (unus testis

nullus testis). Kedug aksi harus mene alasan-alasan bagaimana
i tidak boleh
menimbang
AN sungguh-

an, kehidupan saksi, ag keterangan

dalam setiap perkara al 2gang peran.

ri saksi ialah memberi ) benar agar
yang benar pula.

ian dalam ha rilnya, salah

harus memil i J hanya dapat

s testis nullus testis

satu orang saksl , para hakim

enyelesaikan
engan aturan
dan prosedur Perad

Peradilan Agama akan melakukan tugas pokok Badan Peradilan yaitu

menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan

¥ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, h. 249

"Bambang Sugeng, Pengantar Hukum Acara Perdata, h. 69
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10

kepadanya. Mengingat bahwa proses persidangan merupakan kegiatan pokok
pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka hakim betul-betul dituntut
kerja keras agar putusan yang dijatuhkan itu bermanfaat untuk semua pihak, terutama

bagi pencari keadilan. Dengan demikian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan ourt of law yang diharapkan dapat
dilaksanakan dengan baik.
Berdasarkan A aka penulis tertarik untuk

menggali informasi yang le engambil judul Penegakan Asas

i an N 0/ Pdt. G 0 .
1.2 Ru Mas
kan | kang masalah diatas, pe atm kan masalah
dalam p nini agai berikut:
121 ) ikira as_unus testis estis dalam

asas

unus nullus testis

perkara perceraian menurut perkara nomor: dt.G/ 2019/

AREPARE

1.2.3 stis terhadap

perkara perceraian menurut perkara nomor: 180/ Pdt.G/ 2019/ PA.Prg ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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1.3.1 Untuk mengetahui pemikiran fugaha tentang asas unun testis nullus testis
dalam perceraian.
1.3.2 Untuk mengetahui metode hakim dalam penegakan asas unus testis nullus

testis terhadap perkara perceraian menurut perkara nomor: 180/ Pdt.G/ 2019/

PA.Prg.
1.3.3 Untuk mengetahui n asas unus testis nullus testis

terhadap perk mor: 180/ Pdt.G/ 2019/

masalah, maka peneli

litian ini diharapkan d
ga dalam bidang perd
is Nullus Testis.

junaan bagi
ikiran serta
untuk erﬁiaﬁpeE PanAdaIRamEbidang Y ma dimasa
terutama
dalam bidang hukum keluarga dalam p

erapan asas unus testis nullus testis dalam

perkara perceraian di Pengadilan Pinrang.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh mah Nurdin, mahasiswa Fakultas Hukum

Jurusan Hukum Acara judul: “Penerapan Sumpah
Supletoir dalam Perka 13 . s)”. Hasil penelitian ini
data sukar untuk mendapat
tiwa hukum
akan dengan
ika tidak ada persangka engkapi alat
ngan sumpah suppletoi akan hakim
Penggugat dan Tergu
g diatur secara khusus da sal

a dalam per lasan syigaq lapat diputus

engarkan keterang yang berasal dari a atau teman

gan saksi sebab-musab mengetahui

" PAREPARE

a mengkaji
penelitian penulis

adalah mengenai perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar dan

¥Nurhikmah Nurdin, Penerapan Sumpah Supletoir Dalam Perkara Perceraian (Study Kasus
Putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA. Mks), (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Jurusan Hukum Acara :
Makassar 2013)

12
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perceraian yang terfokus pada kesaksiannya dan juga terhadap penegakan sumpah
suppletoirnya.
Penelitian dilakukan oleh Novita Indrasari, mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan

[lmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “Tinjauan Yuridis

Tentang Penerapan Asas Unus T us Testis dan Testimoium De Auditu
Dalam Tindakan Pidana P No. 54/Pid.S/1982/PN sbr Di
il penelitian kkan bahwa: 1). Dengan

estis dan Testimonium dalam keterangan saksi

erkara P1d/S/19 . angan saksi

perkara pidana yang i ihat sendiri,

menyebut alasan dari . Melainkan

uditu.”
ang dikaji dalam penelitia
us testis null

lis adalah tindak pi i i i geri Sumber

dan jug 1skan tentang ullus testis ¢ imonium de

PAREPARE

Relevansi Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Pekara Kekerasan Seksual Dalam

Novita Indrasari, Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis dan
Testimoium De Auditu Dalam Tindakan Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No. 54/Pid.S/1982/PN
sbr Di Pengadilan Negeri Sumber, (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Jurusan lImu Hukum: Surakarta
2011)

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 330/Pid.B/2013/PN.JBI dan PUTUSAN
No0.139/Pid.B/2009/PN.SDA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.) Dalam
putusan ini, telah terjadi pelanggaran asas unus testis nullus testis dikarenakan hanya

keterangan saksi yang dinyatakan saksi korbanlah yang berbicara mengenai

pemaksaan hubugan seksual yang an terdakwa kepada korban, meskipun

terdapat saksi lain yang be apemaksaan hubungan seksual

gan testimonim de auditu

perkara ini

danya pemaksaan hubu gga putusan

dij Majelis Hakim tidakl

20

keterangan

a.

2rsa ang dikaji dalam penelitia h sa
us testis nul membedaka i ini dengan

lis adalah asas u lus testis mengena

rumah tangg asus putusan

PAREPARE

dilan Negeri

maka tidak
as unus testis

nullus testis dalam perkara perceraian di PA Pinrang, sehingga membuka peluang

“Gesa Patria Ari Cindy, Relevansi Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Pekara Kekerasan
Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 330/Pid.B/2013/PN.JBI dan PUTUSAN
No0.139/Pid.B/2009/PN.SDA). (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Jurusan llmu Hukum: Depok 2013)
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untuk melakukan penelitian ini dengan mengungkap makna dari asas unus testis

nullus testis dalam perkara perceraian di PA Pinrang.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum n yang didasarkan pada fakta-fakta

persidangan yang re ipertimbangkan dengan hati

nurani.Hakim selal untuk selalu dapat n makna undang-undang
. Penerapan

........ 0a g akim dapat

zuki berpendapat bahwa usan hakim
yang inkan kepastian hukum selayakn
a, putusan h sial. Kedua,

merupakan pada intinya

yang ideal
antara hukum dan perubahan sosial. Kelima, putusan hakim harus bermanfaat bagi
setiap orang yang berperkara. Keenam, putusan hakim tidak menimbulkan konflik

baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat.?*

'pjeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Cet I1; Jakarta: Prenada Media Group, 2006),
h. 141
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Kepastian hukum juga menuntut agar hukum itu dibangun secara berkelanjutan
dan taat asas. Idealnya, dalam upaya menerapkan teori kepastian hukum harus sesuai
tujuan dasar dari suatu pengadilan, mengandung kepastian hukum sebagai berikut:

2.2.1.1 Melakukan solusi autoritatif

2.2.1.2 Mempunyai efisiensi
2.2.1.4 Sesuai dengan tuj ng dijadikan dasar dari putusan

hakim terseb

memberikan

ngan ilmu pengetah Hal ini

im yang telah memi bukan lagi
m itu sendiri dalam m rkara, tetapi

at dari institusi pengadilan.

enang untuk
aan dengan
suatu f bagai bahan

untuk Suatu prinsip

*’Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam
Putusan Hakim Di Peradilan Perdata,Jurnal Dinamika Hukum,VVol.12 No. 3 September 2012, h. 483

%susanti Nababan, Tindak Pidana Perkosaan dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana
(Kajian Mengenai Aspek Perlindungan Korban), (Skripsi Sarjana; Fakiltas Hukum: Medan 2013),
h. 47
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yang harus dipedomani dalam memenuhi cukup atau tidaknya alat bukti dalam
pembuktian perkara.
Menurut pendapat R.M. Sudikno Mertokusumo teori pembuktian dalam arti

yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa

perkara yang bersangkutan guna i_kepastian tentang kebenaran peristiwa

yang diajukan oleh para pi lenurutnya teori pembuktian ini

akan memberikan ke kebenaran pe ang terjadi di persidangan.

penilaian suatu

2221 bebas merupakan teor i kebebasan
a bagi hakim didalam
uas berarti menaruh akim untuk
engan tanggungjawab , ju

siapapun da

2.2.2.2 Pembuktian eori yang mengi ketentuan-

uan yang m r negatif. Kete imembatasi

gan dengan

= dSd U0 RB( OJ HINR.
“Keterangan seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti lain tidak
dapat dipercayai dalam hukum”

Pasal 1905 KUHPerdata:

2*R.M. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogjakarta: Liberty, 1985),
h. 107

%> Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata ( Jakarta: Kencana, 2014), h. 94
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“ Keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain, dimuka
pengadilan tidak boleh dipercaya”.?®
2.2.3 Teori Keadilan
Teori keadilan adalah teori yang menerapkan kesesuaian antara hak dan

kewajiban bagi kedua pihak yang ber ra yang telah disesuaikan antara peraturan

dan putusan. Adil pada hake empatkan sesuatu pada tempatnya

dan memberikan kepa nya, yang didasarkan pada

2nting dalam

dapat bahwa

keadila dilan, bahwa
setiap « kebebasan
(basic | mikian rupa

paling tidak

8 untuk gaji

bertujuan agr dapat menjadi alternatif bagi doktrin-diktrin yang mendominasi tradisi

filsafat terdahulunya.

®Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1905

?"Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam
Putusan Hakim Di Peradilan Perdata,Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12 No. 3 September 2012, h. 485
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Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu
mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan
ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dapat dikatakan bahwa keadilan dalam hukum

itu terbagi 2 yakni keadilan menurut undang-undang (legal justice) dan keadilan

28

dalam praktek (practical justice). merupakan salah satu hal yang penting

didalam memutuskan suatu itu harus bersifat seadil-adilnya.

adalan pu at-aarl seiuru nukum-yang al a perencanaan

a hakikatnya

dari faktor-

faktor faktor dari
Sisi  aps isi akat dalam
hasilan dan
masyarakat.
Pada fa al ini sangat

terkait dengan moral dari para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Artinya kejujuran dan keadilan para aparat penegak hukum dalam mengemban

®Inge Dwisvimiar, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat llmu Hukum, Jurnal Dinamika
Hukum,Vol.11 No. 3 September 2011 h.529

27zudan Arif Fakrulloh, Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, Jurnal
Jurisprudensi,Vol. 2 No. 1 Maret 2005, h.22
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tugasnya sangat di tunggu-tunggu oleh masyarakat didalam kehidupannya.
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur negara tersebut disebabkan para
penegak hukum telah mempermainkan moralitas, aparatur negara telah melakukan
hipermoralitas. Masyarakat beranggapan bahwa yang dilakukan oleh penguasa dalam
hal ini adalah para aparatur penegakshukum. tidak lain hanyalah sebuah “ permainan
hukum”. Hukum cuman dianggap sebagai sebuah.ajang “permainan bahasa”. Ini
merupakan sebuah gambaran yang kelam dan suram terhadap penegakan hukum di
Indonesia yang dilakukan oleh para aparatur negara itu sendiri. Masyarakat tidak lagi
menutup sebelah mata dalam melihat kasus-kasus hukum yang sangat diskriminatif.

Sedangkan pada faktor yang“kedua, yaitu dari sisi peran serta masyarakat
dalam penegakan hukum. Pada saat itu bisa dikatakan sangatlah kurang peran serta
masyarakat dalam penegakan hukum dan aturan hukum itu sengaja dilanggar oleh
masyarakat karena masyarakat menganggap hukum itu dibaut untuk dilanggar,
seolah-olah hal-hal yang berkaitan dengan perilaku hukum ‘adalah tugas dan
wewenang para aparat penegak hukum.dan bukan kewajiban dari masyarakat sebagai
bagian dari sebuah negara hukum.:Sehingga ketika terjadi pelanggaran hukum, hal ini
kurang bisa terselesaikan dengan cepat. Minimnya kesadaran hukum oleh masyarakat
sebenarnya tidak telepas dari kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum dan
pemerintah terhadap gerakan sadar hukum kepada masyarakat serta akumulasi dari
rasa kecewa masyarakat terhadap aparatur negara.

Bertitik tolak pada hal-hal tersebut, sudah semestinya ada kesadaran antara kita
semua mengenai hak dan kewajiban kita bersama sebagai warganegara Indonesia.

Para aparat penegak hukum agar seantiasa melaksanakan tugas mereka dengan

%% Laurensius Arliman, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat (Yogjakarta: CV Budi
Utama, 2015), h. 3-4
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sebaik-baiknya dan seadil-adilnya agar tidak timbul rasa ketidak percaya masyarakat
terhadap aparatur negara. Dan untuk masyarakat dihimbau agar selalu menaati aturan-
aturan dan larangan-larangan yang berlaku di Indonesia dan memiliki kesadaran dari

diri sendiri terhadap pentingnya penegakan hukum di Indonesia.

2.3.2 Asas

IImu hukum disampir dah hukum, juga dikenal adanya
asas atau prinsip ya num atau merupakan latar
belakang dari an ye di dalam dan di belakang setiap
sistem dan putusan

hakim encari sifat-

hukum kongkrit. Asa rfikir, dasar,

ebenaran dan sebagai ikir.3! Asas

tar belakang

kum yang kongkrit, mel

ang bersifat umum atau abs atakn bahwa

n yang oleh

keterangan
yuktian yang
CUkUp [ Kudld a C a A K cl OadK alld KadldKd adld membUktian

yang sempurna oleh hakim.* Gugatan tersebut dapat ditolak oleh hakim apabila

$'Muhammad Sadi, Pengantar llmu Hukum (Cet II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 155

3> Muhammad Bakri, Pengantar Hukum Indonesia (Cet II; Malang: Universitas Brawijaya
Press, 2015), h.75

*33udikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata (Cet I; Yogjakarta: Liberty, 1998), h. 139
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pihak penggugat dalam mempertahankan dalilnya hanya mengajukan seorang saksi
saja tanpa ada alat bukti lainnya.
2.3.4 Perceraian

Perceraian adalah suatu peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya

perkawinan antara suami dan istri ses hukumnya dilaksanakan di pengadilan.

Ini berarti bahwa suami da melakukan perkawinan dilandasi

suami dan istri yang ber

menurut Undang-unda karena tiga

hal yait ati ian dan karena putusan 8 huruf a, b,
dan c). ran pemerintah No. 9 Tah 75 akan istilah
dengan raian karena pengadilan
(pasal kan istilah cerai ¢ . Perbedaan
antara na putusan ilan adalah
percera r suami cpen\ naEMIn Eangkan p perkawinan
karena i jatan adalah
perceraian ya adi karena ata 5 ak da 3 ersebut, atau

suatu perceraian akibat putusan pengadilan.®*

** Dahwadin, Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia ( Wonosobo: Mangku Bumi,
2018), h. 77-78
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Perceraian menurut Pasal 114 adalah putusnya perkawinan yang disebabkan
karena perceraian dapat terjadi karna talak atau berdasarkan gugatan percerian.®
Perceraian juga dapat dikatakan sebagai akibat kegagalan suami istri dalam

menjalankan suatu rumah tangga yang seharusnya tidak berakhir dalam jurang

perpisahan.

13l

PAREPARE

%Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam 114
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2.4  Bagan Kerangka Fikir
Penjelasan mengenai teori-teori yang diangkat diatas maka dapat ditarik

sebuah kerangka pikir yaitu sebagai berikut:

Penegakan Asas Unus Testis Nullus Testis ]

Teori Kepastian Teori Teori Keadilan
Hukum Pembuktian 1. Undang-
1. Autoritatif 1. Teori Bebas Undang ( Legal
2. Efisiensi 2. Teori Negatif Juscite)
3. Sesuai Undang- 2. Praktek
Undang (Practical
4. Stabilitas Juscite)

5. Equality

-L I ‘
Sumpah Supletoir _ Persidangan Ditunda
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BAB 111
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adala itian lapangan (Field research), yaitu

penelitian yang dilakukan n untuk memperoleh data yang

lengkap dan valid. pelaksanaan ng relevan adalah bentuk
kualitatif. Penelitian pakan rangkaian
g diajukan.
mengenai
s Nullus Testis Dalam i Pengadilan

tusan Nomor: 180/Pdt.

3.2
321 penelitian
digunakan

3.2.2 ; stivwva hukum

3.3.3 Antropologis adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh suatu
pemahaman totalitas manusia sebagai makhluk hidup, baik dimasa lampau

maupun masa sekarang.

25
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3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pinrang tepatnya di Pengadilan
Agama Pinrang. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan kekuasaan dan wewenang

mengadili yang menyangkut kasus perceraian adalah Pengadilan Agama dan dengan

pertimbangan data dapat diperole enulis telah melakukan pra-penelitian

dilokasi tersebut. Sedangk ng digunakan + 1 (satu bulan).

3.4 Fokus Peneli

nullus testis

yaitu:
3.5.1 i i : ‘ atkan secara
3.5.2 per tertentu,
nal hukum,
iteratur atau
bahan bacaan lainnya yang sangat erat kaitannya dengan objek pembahasan

dalam penelitian ini.
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3.6 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penyusunan
penelitian ini yaitu:

3.6.1 Metode penelitian lapangan (Field Research). Metode ini dilakukan dengan

mengumpulkan data prime teknik wawancara(interview), vyaitu

penelitian akan me sung dengan informan. Informan
yang dimaksuge ; i era yang memutus perkara

perceraian  be g ung & konsitutif maupun

3.6.2 , pelaku,
buatan, kejadian, atau ilakukannya
k menyajikan gambara tau kejadian

rtanyaan. Gambaraan ini akan untuk
ti perilaku manusia dan aluasi yang
rtentu untuk

3.6.3 a melalui

engenai hal-

ntasi. Camnlﬂ MRaEiata penu

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara
mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabar kedalam unit-unit, melakukan

sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan
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dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri
maupun orang lain.
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki

lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan analisis data kualitatif

adalah bersifat induktif yaitu s isis berdasarkan data yang diperoleh,

selanjutnya dikembangka atau menjadi hipotesis. Dalam
menganalisis data y kan metode analisis data
yang tertitik tolak tarik kesimpulan secara
1 data yang

bleh melalui

proses penyusunan dat an. Analisis

lam tiga cara yaitu:

asi tertentu
elain melalui
wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen
tertulis, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu

masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



29

selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena
yang diteliti.
3.7.3 Presentasi data

Presentasi data adalah sekumpulan informasi yang dihasilkan dari observasi,

wawancara dan dokumentasi an sehingga tersusun yang memberi

kemungkinan untuk menari bilan tindakan yang disajikan
dan bagan. Data yang telah

sesuai hasil analisa

PAREPARE
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemikiran Fugaha Tentang Asas Unus Testis Nullus Testis dalam

Perceraian

Hidup dalam hubu akan sunnah Allah dan Sunnah
Rasul.  Itulah yan i oleh Isla
menyalahi sunnah All Rasulullah tersebut dan
Mawadah

dapat lagi

dilanjutkan juga aka ncuran dan

membuka pintu untu an. Dengan

2 das rceraian itu adalah se enangi yang
dalam i shul isebut makruh.
makruh ini n terjadinya

dengan an i Al-Quran

kemungkina i askan dalam

ini. Memp klanP*nR-Eran ayat nyuruh atau

ayat yang me akukannya. . anyak aya an yang mengatur
tentang perceraian, namun isinya hanya sekedar mengatur bila tak pasti terjadi,

meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.*

% Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta; Kencana, 2006), h. 199.

30
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Perceraian didalam Islam adalah hal yang halal tetapi dibenci Allah swit.
Dalam melakukan perceraian biasanya akan didatangkan saksi-saksi untuk
memutuskan suatu ikatan perkawinan. Hal ini dilakukan agar menghindari tindakan

sewenang-wenang antara kedua belah pihak dan juga untuk memberikan kepastian

terhadap perkawinan mereka.

Kesaksian dalam h n syahadah, berasal dari kata

yaitu : Aku
saksika : i urut syara’

huan yang pasti yaitu pleh dengan

ari pengetahuan yang lain karena

berikan kesaksian asal rdhu kifayah
artinya a or ah memberikan kesaksian telah gugur
kewajib Dan jika se enjadi saksi
maka be ak.¥’

kesaksian

angat ketat dan

selektif, hal ini dikarenakan kesaksSian merupakan unsur terpenting dalam

% Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif (
Yogyajarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 73
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persidangan (gadla) yang bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan keyakinan
hakim dalam memutuskan perkara. adapun syarat menjadi saksi:

4.1.1 lIslam

4.1.2 Adil

4.1.3 Baligh

4.1.4 Berakal

4.1.5 Dapat berbica
4.1.6 Memiliki ingatan ye
4.1.7

punyai nilai

benaran kesaksian sif a dan tidak

-pihak maupun terhad

terangan saksi sesuai

eorang  saja,

Terjema :
“Dan persaksikanlah dengan ‘dua orang saksi dari orang-orang lelaki
(diantaramu), jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh ada seorang lelaki

®Ahmad Daenury, Kesaksian De Auditu Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia dan
Hukum Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 193 PK/Pid. Sus/2010). (Skripsi
Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta 2014), h. 29
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dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai supaya jika yang
seseorang lupa, yang seseorang lagi akan mengingatkannya”*

Kesaksian seorang laki-laki apabila dikenal keadilannya selain perkara yang
diancam had dan pada dasarnya Allah Swt. tidak mewajibkan kepada hakim-hakim

agar memutuskan perkara dengan dua orang saksi hamya ia mewajibkan kepada

pemilik hak agar membela hakn dua orang saksi laki-laki atau seorang

saksi laki-laki dan dua org $ idak berarti bahwa hakim tidak

diterima dalam
m hal hudud
itu tida jumhur ulama. : gaha Zahiri

esaksian orang-orang erima untuk

segala i ai dengan seorang laki jangan pada
Q.S. At
3 5eh 4 33N

Ud a A K dl. Ddldll(JSle
mengadakan baginya jalan keluar”

%Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 134
40Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara)h. 45
*Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 366
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Menurut Imam Al-Syafi’i, saksi yang dikehendaki adalah orang yang
merdeka, diridhai dan beragama Islam. Orang yang diridhai artinya orang yang ahli
agama dan bukan orang yang musyrik, karena Allah Swt. memutuskan kewenangan

antara kita dan mereka dengan agama, tidak pula sahaja yang dikuasai tuannya, orang

fasik juga bukan orang yang Kita ri hanya ridha terhadap orang-orang Islam

yang adi, merdeka, dan ifah, Muhammad, dan Ulama
a kesaksian orang buta,
karena saksi isyarat padanya ketika
punyi suara,
lagi ulama

an kesaksian orang buta

Rasyid, Islam tidak bo i kemajuan,
| kesaksian wanita dan Islam, ia
rus laki-laki

ga
ateriil Isla
entara h“‘P‘A'ﬂ'E*MR‘E‘ kepentin um materil,

Siti Aisyah,

43

Ada beberapa pendapat mengenai batasan-batasannya, menurut ulama

Hanafiyah saksi perempuan diterima dalam perkara wiladah, keperawanan, aib/cacat

*? Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fighi Al-Qadha (Cet: II;
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 80-81

** Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama ( Cet: I1I; Jakarta: Grafindo Persada,
1994), h. 156
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wanita, ditempat-tempat yang tidak bisa disaksikan oleh lelaki, saksi wanita saja tidak
diterima dalam hal menyusui karena mungkin disaksikan olwh lelaki mahramnya.
Tidak diterima dalam hal awal tangisan bayi saat lahir dalam perkara warisan karena

dapat didengar lelaki sehingga kesaksian wanita tidak dapat dijadikan hujjah, akan

tetapi kesaksianwanita diterima d t jenazah atas yang dilahirkan karena

termasuk urusan agama.

muslim G : selai bilah. Tidak
diterime i a karena kesaksian kewe tidak ada
kewena terhadap orang Isla ua, Hanabilah
membo -Muslim dalam safar ( arens dibutuhkan
jika tid: uslim selain mereka, kar bahkan bisa

saja dal daan mugin a'
an seorang s atkan oleh s i penggugat

dapat d dalam tpnmepAe ebagian Akan tetapi

kesaksi:

h, Syafi’iyah dan Hanabilah

Inilah ang Romawi,
Undang-Undang Prancis kuno menolak kesaksian seorang laki-laki atau
menerimanya dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Didalam perundang-undangan

modern juga demikian kecuali dalam keadaan yang dikecualikan.

** Wahab Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuh,(Cet:1V;Damsyig-Suriah: Dar Al-Fikr,
2002), h. 276
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Pasal 185 ayat (2) menyatakan:

“Keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah
terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”45

Pasal 185 ayat (3) menyatakan:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai
dengan suatu alat bukti yang sah 46

Sejalan dengan mengenai alat bukti saksi,
KUHPerdata juga me a. Ketentuan dalam pasal-

.Bg/ 169 HIR:
tidak dapat

s testis nullus testis. P

sl saja tanpa suatu al pengadilan

a menganggap bahwa ) saksi lebih

kan hanya mengguna aja. Hal ini
Suatu urusan
benaran itu

siannya.

llus Testis

Nomor:

* Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 185 ayat (2)
“ Republik Indoneisa, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 185 ayat (3)
*" Republik Indonesia, Herzien Inlandsch Reglement

*8 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1905
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Hukum pembuktian dalam berperkara merupakan bagian yang sangat penting
agar hakim dapat memutus perkara. Suatu persengketaan atau perkara hanya dapat
diselesaikan dengan menggunakan atau menunjukkan alat bukti. Perkara yang

didalamnya tidak berdasarkan alat bukti, maka hakim harus memutus perkara tersebut

dengan menolak gugatan karena tic oukti. Dalam hal pembuktian pihak yang

berperkara harus dapat men Jalam persidangan, dalam hal ini

terdapat 5 alat bukti yz aksi, persangka kuan, dan sumpah.

urat adalah segala sesuat emuat tanda bacaan yang
puah fikiran

gala sesuatu

nda bacaan, atau meski anda bacaan

hasil pikiran maka an sebagai

atau surat. Gambar ata

iran maka ia tidak dapat

alat bukti t dalam akta k dan akta

si. Alat bukt diatur pada

tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk dijadikan alat bukti dalam menguatkan

dalil-dalil yang menjadi dasar pendirinya para pihak masing-masing. *° Saksi-saksi itu

9 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogjakarta: Liberty, 1985),h.
166

%9 Abdurrahman, Hukum Acara Perdata (Jakarta : Universitas Trisakti, 1994), 82
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ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian
yang dibuktikan kebenarannya dimuka persidangan.
Selanjutnya alat bukti persangkaan (dugaan) adalah menurut pasal 1915

KUHPerdata dijelaskan:

“Persangkaan ialah kesimpu
ditarik suatu peristiwa Ve
tidak diketahui umum

ng oleh undang-undang atau oleh hakim
umum kearah suatu peristiwa yang

pasal 1923-
bukti, maka

dinyatakan bahwa pen an alat bukti

apabila suatu pengak n di depan

akhir adalah sumpah. Sump

adi sumpah

gan Majelis

ang berperkara
biasanya adalah alat bukti saksi (2 orang saksi). Pemikiran Baharuddin dalam

wawancara sebagai berikut:

%! Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),
h. 472

52 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 147
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“Metode hakim di persidangan mengenai pembuktian dalam hal ini perceraian
adalah diberitakan para pihak untuk mengajukan dua orang saksi. Apabila
para pihak hanya mampu mendatangkan satu orang saksi saja (asas unus testis
nullus testis) maka ia harus mengajukan alat bukti lain, hal ini bertujuan untuk
menguatkan alat bukti didalam persidangan. Seperti bukti tulisan, bukti
persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah (sumpah supletoir). Dari
keempat alat bukti diatas hanya sumpah pelengkap (sumpah supletoir) saja
yang memiliki kekuatan dalam pembuktian asas unus testis nullus testis pada
persidangan perceraian, tetapi ketiga alat bukti yang lain dapat mendukung
dalam pembuktian hanya saja tidak memiliki hukum yang kuat, ia hanya bisa
berdampingan dengan sumpah supletoir >3

Pada kedudukannya yang bebas dan merdeka ketika memeriksa suatu perkara,
maka hakim memiliki kebebasan penuh dalam menilai alat bukti. Oleh sebab itu,
menurut teori pembuktian bebas hakim./diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk
menilai; dan mengakui alat buktr.” Hakim tidak terikat atau dibatasi oleh suatu
ketentuan hukum yang dapat mengurangi kebebasan hakim. Menghendaki kebebasan
yang luas berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa
tanggung jawab, tidak memihak, jujur, bertindak berdasarkan keahliannya dan tidak
terpengaruh oleh apa pun dan oleh siapapun.>

Pengakuan memang merupakan salah.saturalat bukti, namun dalam perkara
perceraian alat bukti pengakuan tidak dikenal sebagai alat bukti itu dikarenakan hadir
atau tidak hadirnya Tergugat di pengadilan .itu tetap dibebani pembuktian lain.
Dengan demikian, perceraian, itugtidak gmungkingterjadi karena ditakutkan terjadi
kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perceraian: Pentingnya alat bukti
saksi-saksi untuk memutuskan perkara perceraian maka pengadilan memberikan
kesempatan yang sebesar-besarnya bagi pihak untuk menghadirkan saksi. Adapun

alat bukti persangkaan dapat berdampingan dengan satu saksi, hanya saja tidak

%% Baharuddin, Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan,
Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Juli 2019

>* Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 116
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mempunyai hukum yang kuat. Apabila dengan persangkaan tidak bisa maka alat
bukti yang dapat digunakan adalah hakim membebankan kepada pihak tersebut
dengan sumpah Supletoir. Sumpah Supletoir sendiri dibebankan kepada Penggugat

karena sebagai pihak yang mendalilkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 163 HIR yang

berbunyi:
“Barang siapa yang m
suatu perbuatan un
orang lain, ma
kejadian itu”

npunyai hak, atau ia menyebutkan
atau untuk membantah hak
adanya hak itu atau adanya

ndang No.7
ndang No.3
0.50 Tahun

rceraian, alat bukti ya tas minimal

keterangan saksi yang a atau teman

at. Pentingnya menden saksi dalam

hal ini unt enghindari adanya penyelun akni terjadi

dibebankan

tara kedua belah p an, maka pihé

rus menghad ipersidangan untuk atkan dalil-

a

penggugp &R[E(B ﬁ RiE dapat

irkan saksi

lasan-alasan

ketidakmampuan penggugat untuk © menghadirkan satu saksi lagi. Alasan

ketidakmampuan penggugat menghadirkan satu saksi hanya dapat diuraikan secara

umumnya oleh hakim Pengadilan dan tidak mengetahui secara spesifik kendala dari

%% Het Herziene Indonesia Reglement dalam pasal 163
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penggugat itu sendiri. Alasan ketidakmampuan penggugat menghadirkan saksi-saksi
di persidangan haruslah diketahui dengan jelas oleh majelis hakim. Perlu dicermati
oleh hakim alasan-alasan ketidakmampuan penggugat menghadirkan saksi-saksi.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar dan keyakinannya

didukung alat-alat bukti yang sah emenuhi batas minimal. Dalam hal-hal

tertentu, terutama jika al kurang, misalnya seperti pada
perkara perceraian ini saksi, maka untuk hakim
sumpah dari salah satu

rkahir untuk

kti | dapat mendukung pe S testis nullus

testis pg idan

alat isan

alat ersangkaan

pengakuan

sumpah pele

at dari alat but h supletoir)

5 testis pada
UHPerdata.

epakatab dari

Penggugat, hakim hanya dapat meminta'kepada Penggugat untuk melakukan sumpah

supletoir. Penerapan sumpah supletoir dikaitkan dengan pasal 76 Undang-Undang

tentang Peradilan Agama.

% Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 649
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Kepastian hukum dalam penegakan asas unus testis nullus testis harus sesuai
dengan tujuan dan dasar dari suatu pengadilan, yang dimana hakim selalu dituntut
untuk dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan yang
dijadikan dasar untuk diterapkan. Dalam hal ini, hakim dalam menyelesaikan suatu
perkara maka hakim harus memiliki.solusi,artinya memiliki jalan keluar dari maslah
hukum yang dihadapi para pihak. Sesuai dengan tujuan undang-undang yang
dijadikan dasar dari putusan yang mengandung aspek stabilitas yaitu memberikan
rasa tertib dan nyaman kepada masyarakat.

Penegakan asas unus testis nullus testis dalam hal keadilan dapat diterapkan
selama hakim mampu mengakomodir. segala ketentuan yang ada di dalam undang-
undang. Keadilan yang dimaksud disini adalah adanya upaya dari para pihak untuk
mendatangkan saksi ke persidangan yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai
saksi, apabila para pihak tidak memenuhinya maka penegakan asas unus testis nullus
testis akan dilakukan.

Mekanisme para hakim:.dalam.melakukan ijtihad terhadap asas unus testis
nullus testis mengenai ini adalah perkara perceraian,sangat berpengaruh dalam
mengambil suatu keputusan'dalam sebuah perkara. Pemikiran Syamsur Rijal Aliyah

dalam wawancara sebagal-berikut:

“Cara hakim untuk berijtihad tcrhadap asas unus testis nullus testis adalah
hakim harus benar-benar memperhatikan para saksi yang didatangkan oleh
pihak penggugat. Apabila pihak penggugat mendatangkan banyak saksi
sekalipun tapi hanya satu saksi saja yang mengetahui kejadian tersebut, maka
itu juga dapat dikatakan dalam kategori asas unus testis nullus testis. Hal ini
dikarenakan pihak penggugat hanya mendatangkan seorang saksi yang
mengetahui dan bersesuaian hukum atas alasan-alasan penggugat atau hanya
selczrgnqﬁyang memenuhi syarat formil dan syarat materil menjadi seorang
saksi”.

> Syamsur Rijal Aliyah, Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi
Selatan, Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Juli 2019
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Hakim sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kekurangan dan
kekhilafannya, maka menuntut perlunya pembatasan terhadap hakim sehingga

diperlukan ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim agar tidak melampaui

kedudukannya. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk berbuat

gat yang dimilikinya untu

setelah anp kemudian melakukan p

alah ng telah dewasa dan c

hukum eng , mendengar, melihat peristi takan. Pada

alan alat b engaruh da paya hakim

di saksi tida A mendengar

enar-benar d

Adapun syarat formil dan syarat materil saksi ialah:

*8 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, h. 117

¥Sulthon Miladiyanto, Hukum Acara Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3
Agustus 2000, h.56
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4.2.1 Syarat formil saksi:

4.2.1.1 Memberikan keterangan didepan pengadilan

4.2.1.2 Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 145 HIR,
Pasal 172 R.Bg)

4.2.1.3 Bagi kelompok yang ber undurkan diri menyatakan kesediaan
menjadi saksi (Pas 174 R.Bg)

agama yang

i, didengar
dan dili iri I. : aksi garan orang

itu) tidak mempuny:

gdi
1)

bahwa tahu apat atau persangkaan saksi

saksi harus menyebutka ngetahuinya

al 308 ayat (1) R.BQ), j a keterangan

ikiran tidak

). 6

satu dengan
gan seorang

estis) (Pasal

4.2.2.1 Tidak mampu absolut

%0 AA. Herlambang, Pengadilan Agama: Kumpulan Jawaban Atas Peradilan Agama
(Jakarta: AA Books, 2019), h. 3
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Keluarga sedarah dam semenda dalam keturunan lurus slah satu pihak. Suami istri
salah satu pihak meskipun telah bercerai.
4.2.2.2 Tidak mampu relatif

Anak belum berumur 15 tahun. Orang gila meskipun kadang-kadang

ingatannya terang

4.2.3 Sumpah assetoir at ah untuk meneguhkan bahwa

sesuatu hal/ benar dem idak. Dilakukan sesudah

memberikan
4231 tas perintah

saksi (bukti

aan) lum mencukupi, ditamb rsebut.

4232 aes (penaksiran) yaitu su akim hanya

pen aja untuk menentuka i rugi atau

h ua ntu dengan rincian yang dit
4.2.3.3 decissoir ( permintaan
n dan dapat
pah menjadi
pasti. O g pokok dan
enolak untuk

mengucapkan sumpah akan berakibat dikalahkan.
Kepastian hukum asas unus testis nullus testis didalam persidangan pihak

penggugat masih tidak mampu untuk mendatangkan dua orang saksi yang memenuhi

81 A A. Herlambang, Pengadilan Agama: Kumpulan Jawaban Atas Peradilan Agama h.4
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syarat formil dan materil, maka persidangan akan ditunda sampai pihak berperkara
mendatangkan saksi lain. Apabila sudah benar-benar berusaha mendatangkan saksi
namun tidak ada satupun yang mengetahuinya, maka diwajibkan untuk

mendatangkan alat bukti lain.

Perlu diingat bahwa hakim boleh meminta kepada saksi untuk

melakukan sumpah sebagai ali yang bersangkutan bersedia
melakukan sumpah apabila
ua telah memenuhi syarat

estis dengan

karena itu,
4.3 Penerapan Asas Unus s Terhadap
Menurut Perkara No 9/PA.Prg)

artinya ga membuat
para pi k alami“kesulitans ‘selamia perkara te adili. Ketiga
sesuai usan hakim
tersebut, agar dalam putusanna nanti ‘dilakukan de ngan seadil-adilnya. Keempat
mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa nyaman

dalam masyarakat. Kelima mengandung equality yaitu memberi kesempatan yang

62 Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim (Jakarta: Kencana, 2015),
h. 44-45
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sama bagi pihak yang berperkara dalam hal pembuktian agar para pihak tidak merasa
ada yang dirugikan.
Kepastian Hukum terhadap asas unus testis nullus testis mengenai ini adalah

perkara perceraian, sangat berpengaruh dalam mengambil suatu keputusan dalam

sebuah perkara. Pemikiran Syamsur iyah dalam wawancara sebagai berikut:

memenuhi batas minimal alat
bukti, setelah alat bukti itu
erceraian dan memenuhi
bersesuai, mempunyai

“kepastian hukum
bukti, kapan bis
mempunyai h
syarat formi

eril suatu saksi.
bersifat mengikat.

angan pihak

g memenuhi

syarat aka persidangan akan berperkara
pabila sudah benar-ben angkan saksi
n yang mengetahui bkan  untuk

pah apabila
enuhi syarat
estis dengan
karena itu,
bisa dinyatakan mempunyai kekuatan hukum setelah adanya putusan. ®* Berdasarkan

pasal 163 HIR, alat bukti apa saja yang diajukan oleh penggugat dan tergugat.

%3 Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim (Jakarta: Kencana, 2015),
h. 44-45
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Apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materialnya, apakah
memenuhi batas minimal pembuktian, apakah nilai pembuktian itu sempurna dan
mengikat. Apabila pembuktian itu berdasarkan persangkaan, maka kekuatan nilai
bukti persangkaan berdasarkan undang-undang sebagai alat bukti mempunyai nilai
pembuktian pasti. Akan tetapi bilamana hanya persangkaan yang disimpulkan oleh
hakim yang bukan persangkaan berdasarkan undang-undang , maka mempunyai nilai
bukti yang bebas. Pengakuan yang diberikan penggugat ada tiga kemungkinan,
apakah pengakuan murni, pengakuan berkualitas, ataukah pengakuan berklausula.
Bukti pengakuan juga mempunyai syarat formil dan materil. Pengakuan murni
mempunyal pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan. Sedangkan
pengakuan berkualitas dan pengakuan klausula hanya menjadi bukti permulaan.

Demikian juga jika pembuktian itu dilakukan dengan sumpah, ada sumpah
decisior dan supletoir masih ada yang disebut sumpah penaksir dan sumpah /i an.
Sumpah penaksir adalah sumpah yang diucapkan untuk menetapkan jumlah ganti rugi
atau harga barang yang akan dikabulkan® (pasal 155 HIR/182 R.Bg/ 1940
KUHPerdata). Adapun sumpah /i‘an adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim
kepada salah satu pihak dalam perkara permohonan talak atau cerai gugat dengan
alasan zina yang disanggahs oleh pihak' tertuduh; 'sedangkan pihak penuduh tidak
dapat melengkapi bukti-bukti yang diajukan (pasal 126 KHI).**

Hakim dalam menjatuhkan “putusan harus berdasarkan fakta-fakta yang
menyangkut peristiwa yang didalilkan ‘sebagai gugatan selama proses persidangan
pengadilan sejak sidang pertama dan seterusnya. Peristiwa yang dikemukan oleh

penggugat dan tergugat belum tentu semuanya penting bagi hakim sebagai dasar

%4 Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim h. 46
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pertimbangan putusan, sehingga masih harus disaring mana yang penting dan yang
tidak penting. Untuk mencari kebenaran dari peristiwa tersebut dibutuhkan suatu
proses pembuktian. Mengingat perkara perceraian merupakan perkara khusus, dimana

pembuktiannya diatur secara khusus oleh Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang

nggugat dan
at dijadikan

iksa alat bukti dari ber yarat formil
embuktian, kesesuaian n, da pembuktian

ulah menentukan terbukti akn fakta atau

al atau suatu i ngualifikasi kta kejadian
kemudian disimp fakta hukum.
ai diteriman gan menerap S unus testis

eperti kap ArntEMHaEn Agam

unus testis nulus
testis untuk memutus perkara perceraian. Ketika melihat kasus perceraian di
Pengadilan Agama Pinrang dimana seorang isteri yang mengajukan gugatan (cerai

gugat) dengan alasan perselisihan terus menerus dan telah menjalankan proses

%5 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h. 672

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



50

persidangan dengan tidak hadirnya suami (tergugat) dalam persidangan. Dengan

mengemukakan dalil-dalil berikut:

1.

Bahwa pada hari jum’at tanggal 17 Oktober 2008, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang,
sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-
101/KUA.21.17.03/PW.01/02/2019; tertanggal 11 Februari 2019.

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai
suami istri dengan.bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat
di Cacabala, Pekkabata, Pinrang selama kurang lebih 1 tahun kemudian
pindah di rumah kediaman bersama dir Taman Sari, RT. 002, RW. 002,
Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang selama kurang
lebih 7 tahun lamanya.

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2
orang anak yang bernama:

a. Indri Sere binti Samsul, umur 8 tahun
b. Diva Sulvana Sere binti Samsul, umur 6 tahun
Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik dalam berumah tangga,
tetapi sejak bulan Februari 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisinan dan pertengkaran.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan
karena:

a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak mempunyai pekerjaan
tetap

b. Tergugat sering memakai narkoba jenis sabu-sabu

€. Orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga
Penggugat dan Tergugat

d. Tergugat sering merusak barang jika marah seperti piring dan ashak.

Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan
Oktober 2016, karena Tergugat tidak mau menerima nasehat Penggugat untuk
tidak memakai narkoba lagi namun Tergugat masih mengulangi perbuatan
tersebut sehingga Penggugat merasa malu dan tidak tahan lagi hidup bersama
Tergugat yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan
Oktober 2016 dan sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 3 bulan.

Bahwa dari kenyataan- kenyataan tersebut diatas, Penggugat sudah merasa
yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk
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dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan
Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain
3. Membebankan biaya per

SUBSIDER

Apabila Pengadilan ber

gra Tergugat terhadap Penggugat

 seadil-adilnya.®

majelis hakim meminta
ini upaya
pihak yang
ga ia yang harus mem

dalah sebagai berikut:

43.1.1 ikat Kutipan Akta B-
al 2019. Yang
ah Kantor Urusan Kecamatan
g, Kabupate materai yan p dan telah

an enofielin 5 g
4312 Of atas nama
tidak diberi

materai yang cukup diberi tanda bukti P.2

4.3.2 Saksi

% Halaman 2-3 dari 12 Putusan Nomor: 180/Pdt.G/2019/PA.Prg
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4.3.2.1 Saksi pertama bernama Bangsawan bin Palammai, dibawah sumpah telah
memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan
4.3.2.2 Saksi kedua bernama Andi bin Ismail, dibawah sumpah telah memberikan

keterangan secara lisan dalam persidangan. ¢’

Alasan perceraian yag terbulk anya mengacu kepada ketentuan pasal

116 huruf (f) Peraturan Per 1975 Jo pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Isl g perselisihan da aran yang sulit dirukunkan

tetapi juga mengac etentuan pasal 116 hurt ompilasi Hukum Islam
pihak yang
a itu yang
enghadirkan saksi-sa Pengadilan

g sebesar-besarnya unt

ASUS t.G/2019/PA.Prg pengguga angan hanya

dapat gkan satu o mengenai be aranya ialah
sebagai
4331 perkara cerai a yang dilang an di Ruang
ua Majelis,

an. Penggugat
menghadap sendiri, Tergugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan Permohonan bantuan

panggilan melalui Pengadilan Agama Parepare hingga hari ini belum diterima.

%7 Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: 180/Pdt.G/2019/PA.Prg
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Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan
Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal
9 Mei 2019, pukul 09.00 WITA, untuk memberikan kesempatan kepada

penggugat untuk mengajukan alat-alat buktinya dan memberitahu penggugat

supaya menghadap ke persi n._yang telah ditetapkan tersebut tanpa
dipanggil lagi.®®

4.3.3.2 Sidang perkarz g dilangsungkan di Ruang

Agama pada hari Ka ggal 11 April 2019, atas

2 hari ini ia

diberikan

persidangan berikutny ua Majelis
terbuka untuk umum menyatakan
ai dengan hari Kamis t pukul 09.00

untu berikan kesempatan kepad mengajukan

buktinya ghadap ke
4.3.3.3 an di Ruang
2019, atas
2 hari ini ia
d penggugat
memohon agar sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada

penggugat untuk mempersiapkan saksi dua orang. Selanjutnya Ketua Majelis

%8 Berita Acara Sidang Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Prg Lanjutan (Kamis, 21 Maret 2019)
% Berita Acara Sidang Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Prg Lanjutan (Kamis, 11 April 2019)
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menyatakan sidang terbuka untuk umum dan Ketua Majelis menyatakan
sidang ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, pukul 09.00
WITA, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan

alat-alat buktinya dan memberitahu penggugat supaya menghadap ke

persidangan yang telah ditetap ebut tanpa dipanggil lagi. "

Sidang perkara cerai 1a yang dilangsungkan di Ruang

mpersiapkan saksi dua j etua Majelis
terbuka untuk umum menyatakan
ai dengan hari kamis ta pukul 09.00
anggil kembali pengguga ada jurusita

n yang telah

an di Ruang
2019, atas

. hari ini ia

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, penggugat juga telah mengajukan

alat bukti berupa 2 orang saksi, telah memberi keterangan secara terpisah, yaitu:

"0 Berita Acara Sidang Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Prg Lanjutan (Kamis, 09 Mei 2019)
" Berita Acara Sidang Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Prg Lanjutan (Kamis, 16 Mei 2019)
"2 Berita Acara Sidang Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Prg Lanjutan (Kamis, 13 Juni 2019)
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. Bangsawan bin Palammai, dibawah sumpah telah memberikan keterangan
secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenai Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat
adalah sahabat saksi

Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri, telah hidup
rukun dan dikarunia 2 orang anak

Bahwa setahu saksi sejak bulan Februari 2009 antara Penggugat dan
Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran

Bahwa pertengkaran® Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena
Tergugat sering.menggunakan dan mengedarkan narkoba

Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi sering melihat Tergugat
bertengkar berurusan dengan polisi

Bahwa saksi mengetahui dan melihat sewaktu polisi menangkap Tergugat

Bahwa setahu saksi Tergugat dijatuhi pidana 5 tahun dan denda sebesar
Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)

Bahwa antara Penggugat dengan Ter%ugat telah pisah tempat tinggal sejak
bulan Oktober 2016 hingga sekarang

Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin
komunikasi lagi hingga sekarang.

. Andi bin Ismail dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan
dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai beikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat
adalah sahabat saksi

Bahwa benar Penggugat denga Tergugat adalah suami istri, telah hidup
rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak

Bahwa setahu saksi.sejak bulan Februari 2009 antara Penggugat dan
Tergugat telah diwarnai perselisihan.dan pertengkaran

Bahwa pertengkaran_Penggugat _dengan_Tergugat disebabkan karena
Tergugat sering'menggunakan dan mengedarkan narkoba

Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi sering melihat Tergugat
bertengkar berurusan dengan polisi

Bahwa saksi mengetahui dan melihat sewaktu polisi menangkap Tergugat

Bahwa setahu saksi Tergugat dijatuhi pidana 5 tahun dan denda sebesar
Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
bulan Oktober 2016 hingga sekarang

" Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: 180/Pdt.G/2019/PA.Prg
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- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin
komunikasi lagi hingga sekarang.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan
secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,
cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini,%ang untuk
selanjutnya dianggap termuat dan-menjadi bagian dari putusan ini.

Oleh karena itu, pada-berita acara dalam-penegakan asas unus testis nullus
testis yang mana selama proses pembuktian pada sidang pertama penggugat hanya
dapat mendatangkan satu orang saksi saja. Majelis hakim mengganggap bahwa satu
saksi bukanlah saksi (asas unus testis/nullus testis), maka diperintahkan untuk
membawa 2 orang saksi pada persidangan yang berikutnya. Tergambar pada berita
acara persidangan bahwa pada saat pembuktian penggugat hanya membawa seorang
saksi saja dan setelah persidangan ditunda penggugat kembali tidak dapat
mendatangkan saksi selama 4 kali persidangan ditunda. Namun, pada saat
persidangan ke lima penggugat dapat mendatangkan 2 orang saksi dan majelis hakim
memeriksa ternyata hasil pemeriksaan 2 orang-saksi mengetahui dan bersesuaian
dengan hukum dalil gugatan penggugat, maka keterangan saksi tersebut memenunhi
syarat formil dan materil suatu saksi sehingga dengan demikian gugatan penggugat
dapat dikabulkan. ™

Hakim ‘dalam»menjatuhkansputusanwharus benar=benar: dan keyakinannya
didukung alat-alat bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimal. Dalam hal-hal
tertentu, terutama jika alat bukti lainflemah atau kurang, misalnya seperti pada

perkara perceraian ini hanya mampu menghadirkan satu saksi, maka dalam hal ini

" Halaman 5-6 dari 12 putusan Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Prg
7> Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim h. 53
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dikenal dengan asas unus testis nullus testis. Selama proses persidangan berlangsung,
penggugat tidak dapat mendatangkan 2 orang saksi sehingga persidangan ditunda
sebanyak 4 kali persidangan hingga Penggugat benar-benar mendatangkan 2 orang

saksi. Terjadinya asas unus testis nullus testis yaitu terdapat pada berita acara

persidangan mengenai alat bukti sa

Hakim dalam pemz 5. unus testis nullus testis pada
putusan ini adalah pra inya sidang pertama sampai ke
elis hakim memeriksa dan
lam perkara
berita acara
nnya di tunda hingga endatangkan
i syarat formil dan mat

keinginan untuk berc dan tidak

a proses persidangan (P al tersebut
ah retak dan
an demikian
apabila winan yang
kondisi iki ; lebih besar

bagi kec

yang dimana selama proses persidangannya telah ditegakkannya penegakan asas unus

testis nullus testis dalam perkara perceraian.
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5.1
5.11

5.1.2

5.1.3

BAB V
PENUTUP
Simpulan

Islam dalam ajarannya menganggap bahwa persaksian dua orang saksi lebih

dapat di percaya dibanding enggunakan seorang saksi saja. Hal ini

dikarenakan agar tian dalam memutuskan suatu
urusan ibada narnya menurut logika,

kejujuran orang yang

tas minimal pembuktia an, dan nilai

asing pihak barulah m tau tidaknya

ejadian material atau dian hakim

ta-fakta kejadian secara i disimpulkan

fakta hukum

cara dalam peneg s testis nullus testis ana selama

pembuktian ma penggug

angkan sapahﬂ(EPnn lEim mengg ) bahwa satu

anya  dapat

ergambar pada
berita acara persidangan bahwa pada saat pembuktian penggugat hanya
membawa seorang saksi saja dan setelah persidangan ditunda penggugat
kembali tidak dapat mendatangkan saksi selama 4 kali persidangan ditunda.

Namun, pada saat persidangan ke empat penggugat dapat mendatangkan 2
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orang saksi dan majelis hakim memeriksa ternyata hasil pemeriksaan 2 orang
saksi mengetahui dan bersesuaian dengan hukum dalil gugatan penggugat,
maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil suatu

saksi sehingga dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

5.2 Saran

Hakim dalam me atas pada sebab-sebab ia

saksikannya

mengetahui

apa ya tersebut. Sebelum haki 5 unus testis
nullus an, hakim harus mam para pihak

kan bagi dari segi for il asas unus
testis n t. Agar penegakan asas un stis ini tidak

ata untuk d ra, tetapi jug utan kepada

ila ia berboh

PAREPARE

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RIl. Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Penerbit
Dipenogoro

Abdurrahman. 1994. Hukum Acara Perdata Jakarta : Universitas Trisakti

Al-Zuhaili, Wahab. 2002. Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuh,Cet:I\V;Damsyig-Suriah:
Dar Al-Fikr

Arliman, Laurensius. 2015. Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat
Yogjakarta: CV Budi Utama

Asikin, Zainal. 2015. Hukum-Acara Perdata Di Indonesia, Jakarta: Kencana

A.A. Herlambang, A.A.2019. Pengadilan Agama: Kumpulan Jawaban Atas
Peradilan Agama, Jakarta: AA Books

A. Rasyid, Roihan. 1994. Hukum Acara Peradilan Agama Cet: I11; Jakarta: Grafindo
Persada

Baharuddin, Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi
Selatan, Wawancara difakukan pada tanggal 29 Juli 2019

Bakri, Muhammad. 2015. Pengantar Hukum Indonesia Cet Il; Malang: Universitas
Brawijaya Press

Basyir, Ahmad Azhar. 2000.Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Ull Pres.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Berita Acara Sidang Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Prg Lanjutan

Bintania, Aris. 2013. Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fighi Al-
Qadha Cet:

Il; Jakarta: Raja Grafindo Persada

Dahwadin, 2018. Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Wonosobo:
Mangku Bumi

Djalil, Basig. 2012. Peradilan Islam. Jakarta: Bumi Aksara

Dwisvimiar, I. (2011). pKeadilanyDalamusPerspektif=Filsafat 1lmu Hukum. Jurnal
Dinamika Hukum-11(3)

Fakrulloh, Z.A. (2005). Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan,
Jurnal Jurisprudensi 2(1)

Gesa Patria Ari Cindy, Relevansi Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Pekara
Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No.
330/Pid.B/2013/PN.JBI dan PUTUSAN No0.139/Pid.B/2009/PN.SDA).
(Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Jurusan llmu Hukum: Depok 2013)

Harahap, Yahya. 2014. Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika
Indrasari, Novita. 2011. Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Asas Unus Testis

60



61

Nullus Testis dan Testimoium De Auditu Dalam Tindakan Pidana
Penganiayaan (Studi Putusan No. 54/Pid.S/1982/PN sbr Di Pengadilan Negeri
Sumber, Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Jurusan llmu Hukum: Surakarta.

Manan, Abdul. 2010. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan
Agama, Cet. IlI; Jakarta : Prenada Media Group

Mahmud Marzuki, Pieter, 2006. Penelitian Hukum, Cet Il; Jakarta: Prenada Media

Group

Mappiasse, Syarif. 2015. Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Jakarta:
Kencana

Mertokusumo,R.M. Sudikno. 1985.Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogjakarta:
Liberty.

Mertokusumo, Sudikno. 1998. Hukum Acara Perdata, Cet |; Yogjakarta: Liberty

Nurdin, Nurhikmah. 2013. Penerapan Sumpah Supletoir Dalam Perkara Perceraian
(Study Kasus Putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA. Mks),Skripsi Sarjana;
Fakultas Hukum Jurusan Hukum Acara : Makassar

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2019/PAPrg

Ramulyp, Idris. 1996. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara

Republik Indonesia, Herzien Inlandsch Reglement

Republik Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Komplikasi
Hukum Islam

Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Rofiq, Ahmad. 1998.Hukum Islam Di Indonesia. Cet: I; Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.

Sadi, Muhammad. 2017.Pengantarl Ime Hukum,Cet lliJakarta: Kencana

Soimin, Seedharye.2007.Kitab.Undang-Undang.Hukum.Perdata, Jakarta: Sinar
Grafika

Sugeng, Bambang. 2012.Pengantar Hukum Acara Perdata, Cet. |I; Jakarta : Kencana
Sunarto, 2014. Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Jakarta: Kencana

Susanti Nababan, Tindak Pidana Perkosaan dari Perspektif Pembaharuan Hukum
Pidana (Kajian Mengenai Aspek Perlindungan Korban), (Skripsi Sarjana;
Fakiltas Hukum: Medan 2013)

Wantu, F. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam
Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. Jurnal Dinamika Hukum, 12 (3),



FHVYd3dvd J1NLILSNI DIWVYISI J0 31V1S Jd0O

Ly
=
o
&
T
e
<
s

=
N




SURAT KETERANGAN WAWANCARA
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama ‘Ors- W Baharuddin, ¢ 1, My
Tempat/ Tgl. Lahir  : Relawa, 31 Desember 196
Jenis Kelamin ‘Laki-lax

Agama ‘Wam

Pekerjaan/ Jabatan

‘Hakim Madya Mydq

Meuamgkmbahwatelahmembedhnkamnmwamnkmw
AZLINA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan
Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Perkara Perceraian Dj
Pinrang (Analisis Putusan Nomor: 180/ PdL.G2019/PA.PRG

“Penegakan
Pengadilan Agama
r

Demikiansumkelmngmwamminidibwunmkdisumkm
sebapimm&inya

Pinrang, 29 Juli 2019

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA
Saya yang bertanda tangan dibawah inj-
Nama 0rs: Syamsur Riyal Alyah, $.H., M.H

Tempat/ Tgl. Lahir : Rupare, 28 Desem ber 19¢¢
Jenis Kelamin CLaki - lak

Agama Qam

Pekerjaan/ Jabatan  : Yalim Madya tuda

Menemnghnbahwatclahmunbcﬁkmkampn wawancara kepada saudari
AZLINA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Penegakan
Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama
Pinrang (Analisis Putusan Nomor: 180/ Pdt.GlZO”IPA.PRG)"

Demildanmkm“mminidibwunmkdimhn

Pinrang, 29 Juli 2019
Yang Bersangkutan

.............................

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Nomor

Lampiran

Penhal

OWUD N -

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

SEKRETARIAT DAERAH

JI. Bintang No  Telp (0421 ) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Pinrang. 18 Juli 2019
070/ 200 'Kemasy Kepada
; Yth, Ketus Pengadilan Agama Kabupaten
Rehomendusi Penclitian, g
di-
Tcmpat,

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan llmu Hukum Islam,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parcpare Nomor.B-836/In39.6/PP.00.9/
0772019 tanggal 15 Juli 2019 Penhal lzin Melaksanakan Penclitian untuk
maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa
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Schubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau
merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksansan kegiatan

watjib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:
dan pelaksanaan scbagaimana mestinya.
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m MNO 9119(00!)92!!43/& (0421) 921145
go.id

Nomor : W20-A8/1168/PB.01/1X/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwah :

¢ AZLINA
: 15.2100.026
an / Prodi ¢ Ahwal Al-Syaksiyah
: Mahasiswi
n Tinggi . Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parcpare
ul Penelitian : PENEGAKAN ASAS UNUSTESTIL NULLUS TESTIS DALAM

PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PINRANG KELAS IB (ANALISIS PUTUSAN NOMOR :
180/Pdt.G2019/PA . Prg).

benar telah melasanakan penelitian dan pengumpulan data pada Pengadilan Agama
Pinrang Kelas | B mulai tanggal 22 Juli sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 dalam rangka
enyusunan Skripsi Program S| (Starata satu) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
sebagaimana mestinya.
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